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ABSTRAK 
ANDI AZWAD ANSHARI RAZAK (B11110384), Implementasi Pasal 82 
Mengenai Metode Kampanye Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Dibimbing Oleh 
Achmad Ruslan Sebagai Pembimbing I dan Muchsin Salnia Sebagai 
Pembimbing II) 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui pelaksanaan 
metode kampanye dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta urgensi 
pemisahan waktu metode kampanye dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 dan untuk mengetahui implikasi hukum ketatanegaraan 
terkait pencalonan sebagai peserta pemilu calon anggota legislatif DPR RI 
Daerah pemilihan Sulawesi Selatan II Nomor Urut 6 Partai Gerindra 
setelah putusan hakim mengenai pelanggaran pidana pemilu yang telah 
dilakukan. 
Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada kantor KPU 
dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis melakukan wawancara 
dengan pihak KPU dan Bawaslu serta mengumpulkan data pendukung 
terkait kasus yang dibahas dalam penelitian ini, serta data-data lainya 
yang didapatkan dari sejumlah literatur dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan. Analisis  data  yang  digunakan adalah  dengan  
cara  analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. 
Berdasarkan Hasil penelitian, Calon Anggota Legislatif DPR RI 
daerah pemilihan Sulawesi Selatan II nomor urut 6 Partai Gerindra terbukti 
melakukan kampanye pemilu melalui iklan media cetak diluar jadwal 
dengan menampilkan alamat website yang muatannya memenuhi unsur 
kampanye pemilu merujuk pada definisi kampanye pada Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 berdasarkan putusan pengadilan yang mengadili 
perkara tersebut. Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
mengatur secara jelas terkait pemisahan waktu metode kampanye, 
urgensi pemisahan waktu metode kampanye pemilihan umum  adalah 
terkait teknis pelaksanaan kampanye pemilu itu sendiri yang jika disatukan 
dalam satu waktu akan menimbulkan kesulitan baik bagi KPU maupun 
Bawaslu dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. 
Secara Ketatanegaraan, tidak ada implikasi hukum terhadap pencalonan 
calon legislatif yang bersangkutan setelah putusan hakim akibat 
pelanggaran pemilu yang dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan 
tidak berakibat pada tidak terpenuhinya syarat untuk menjadi anggota 
legislatif.   
 
 
  
vi 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Assalamu Alaikum Wr.Wb. 
Syukur  Alhamdulillah  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  
atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tak henti-hentinya 
dianugrahkan kepada kita semua terkhusus kepada penulis selama ini, 
semoga ilmu yang diperoleh penulis pada bangku kuliah senantiasa 
bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.. Salam dan shalawat kepada Nabi Besar 
Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang 
telah menjadi panutan bagi kita semua dalam menapaki kehidupan di 
dunia ini. 
Akhirnya skripsi ini sebagai syarat mengakhiri pendidikan S1 dapat 
penulis selesaikan dengan baik meskipun penulis menyadari sepenuhnya 
bahwa masih perlu diadakan sejumlah perbaikan sehingga dapat memberi 
manfaat bagi dunia keilmuan khususnya menyangkut hukum tata negara 
yang merupakan konsentrasi penulis selama menjalani masa kuliah S1 
Ilmu Hukum.  
Penulis mengucapkan terima kasih yang teramat dalam kepada 
ayahanda  penulis Abd. Razak, S.E.  dan  Ibunda  Andi Hasmah Tamar 
S.Ag atas cinta, doa, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan 
kepada penulis sehingga penulis dalam menuntut ilmu melalui pendidikan 
formal sejak SD hingga Perguruan Tinggi dapat penulis selesaikan dan 
vii 
 
mendapatkan gelar sarjana hukum saat ini. Semoga Allah SWT 
senantiasa melimpahkan rahmat dan redho-Nya kepada keduanya, Amin. 
Kepada saudara penulis Andi Nyoma Yulfiana Razak S.K.M dan Andi 
Zakaria Razak S.STP terima kasih atas motivasi yang diberikan kepada 
penulis selama ini. Kepada seluruh keluarga baik rumpun ayahanda 
maupun ibunda terima kasih atas doa dan dukungannya yang tak henti-
hentinya diberikan kepada penulis semoga bernilai pahala disisi-Nya.   
Penyelesaian studi penulis tak lepas dari bantuan berbagai pihak 
baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Hasanuddin 
sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam serta 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 
1. Bapak  Prof.  Dr.  dr.  Idrus  A.  Paturusi  Sp.BO  selaku  Rektor 
Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya. 
2. Bapak  Prof.  Dr.  Aswanto,  S.H.,M.H.DFM,  selaku  Dekan  
Fakultas Hukum  Universitas  Hasanuddin  dan  Wakil  Dekan  I,  II,  
III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak  Prof.  Dr.  Achmad Ruslan, S.H.,M.H. selaku  pembimbing  I 
dan  Bapak  Muchsin Salnia, S.H.  selaku  pembimbing  II yang tak 
henti-hentinya member arahan kepada penulis sehingga dalam 
proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak mendapatkan 
hambatan yang berarti. 
4. .Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM selaku  
penguji  I,  Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H.,M.H.  selaku  
viii 
 
penguji  II,  serta  Ibu Eka M. Djafar, S.H.,M.H. selaku penguji III 
yang telah memberikan  saran  dan  kritik yang membangun 
sehingga  skripsi  ini  dapat  menjadi lebih baik. 
5. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.  selaku  penasihat akademik  
penulis yang selalu memberikan bimbingannya dalam program 
rencana studi.  
6. Seluruh  Bapak Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama ini 
tanpa pamrih serta segenap  civitas  akademika  Fakultas  Hukum  
Universitas Hasanuddin. 
7. Bapak  Ketua KPU, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 
komisioner KPU, Bawaslu beserta masing-masing jajarannya yang 
telah memberikan pelayanan maksimal kepada penulis pada masa 
penelitian. 
8. Kepada Kakanda penulis di kampus yang senantiasa memberikan 
bantuan dan dukungannya selama ini, K Onna, K Eril, K Abi sejak 
penulis memasuki dunia kampus sampai pada saat ini yang tak 
dapat dinilai dengan apapun.  
9. Kepada  seluruh saudara seperjuangan penulis  Mahasiswa  
Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin  WESSABBE 
BROTHERHOOD, LEGITIMASI 2010 tanpa penulis menyebutkan 
satu per satu,  terima kasih penulis ucapkan atas motivasi, 
dorongan, semangat selama ini, penulis akan selalu 
mengenangnya. 
ix 
 
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Takalar yang telah memberi 
warna tersendiri bagi penulis selama penulis berkecimpung di dunia 
organisasi, 
11. Keluarga Besar KKN Reguler UNHAS Gelombang 83 Posko Desa 
Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. 
12. Kepada Nurasia Amin Mapparenta Patombongi. yang selalu  
memberi  dukungan  dan  perhatian  yang  tulus  serta  tiada 
hentinya selama ini. 
Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis 
dalam  menyelesaikan tugas  akhir  ini,  semoga  ke  depannya  penulis  
bisa lebih baik lagi serta ilmu yang penulis dapatkan selama ini berguna 
bagi masyarakat bangsa dan negara. 
 
Akhir Kata, Wassalam 
 
 
Makassar,   Juni 2014   
  
A. Azwad Anshari Razak   
 
  
x 
 
DAFTAR ISI 
halaman 
HALAMAN JUDUL ................................................................................  i 
PENGESAHAN SKRIPSI  .....................................................................  ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ...................................  iv 
ABSTRAK  ............................................................................................  v 
UCAPAN TERIMA KASIH .....................................................................  vi 
DAFTAR ISI ...........................................................................................  x 
 
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................  1 
A. Latar Belakang ............................................................................  1 
B. Rumusan Masalah ......................................................................  7 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan ................................................  7 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................  9 
A. Demokrasi dan Pemilu ................................................................  9 
1. Definisi Demokrasi .................................................................  9 
2. Definisi Pemilu .......................................................................  10 
3. Hubungan Demokrasi dan Pemilu .........................................  11 
B. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD .....................  14 
1. Dasar Hukum .........................................................................  14 
2. Persyaratan Menjadi Anggota DPR .......................................  17 
3. Sistem Pemilihan Umum ........................................................  19 
C. Penyelenggara Pemilu ................................................................  22 
1. KPU .......................................................................................  22 
2. BAWASLU .............................................................................  28 
D. Kampanye Pemilu .......................................................................  34 
1. Definisi ...................................................................................  34 
2. Metode Kampanye Pemilu .....................................................  36 
xi 
 
E. Pelanggaran Pemilu ....................................................................  38 
1. Pelanggaran Administrasi dan Mekanisme Penyelesaian .....  38 
2. Pelanggaran Pidana dan Mekanisme Penyelesaian ..............  39 
 
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................  42 
A. Lokasi Penelitian .........................................................................  42 
B. Populasi Dan Sampel ..................................................................  42 
C. Jenis dan Sumber Data ...............................................................  42 
D. Teknik Pengumpulan Data ..........................................................  43 
E. Analisis Data ...............................................................................  43 
 
BAB IV PEMBAHASAN ........................................................................  45 
A. Pelaksanaan Metode Kampanye Pemilu.....................................  45 
1. Posisi Kasus ............................................................................  49 
2. Penanganan Pelanggaran Pemilu ...........................................  50 
3. Analisis Kasus .........................................................................  54 
B. Urgensi Pemisahan Waktu Metode Kampanye Pemilu ...............  56 
C. implikasi hukum ketatanegaraan terkait pencalonan calon legislatif 
yang bersangkutan setelah putusan hakim mengenai pelanggaran  
pidana pemilu yang telah dilakukan ............................................  61 
 
BAB V PENUTUP ..................................................................................  64 
A. Kesimpulan .................................................................................  64 
B. Saran...........................................................................................  65 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Secara Konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 22E ayat (2) disebutkan bahwa 
“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hal ini menunjukkan 
bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan 
pemilihan umum dalam rangka memilih pejabat publik untuk menduduki 
jabatan tertentu baik eksekutif maupun legislatif. Pemilihan Umum di 
Indonesia telah dilaksanakan terhitung sebanyak sebelas kali pemilu 
hingga saat ini yakni pemilihan umum tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 
1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014.  
Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik 
yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem 
pemerintahan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau 
mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu 
memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur utama dan 
pertama dari demokrasi.1 Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa 
Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang 
                                                          
1
 Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen,         
Kencana, Jakarta, hlm 329. 
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menyatakan bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk 
dalam “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” 
dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. 
Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi 
dianut bersama-sama dengan prinsip negara kontitusional.2  
Terdapat dua jenis atau model demokrasi berdasarkan cara 
pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan, yaitu demokrasi langsung dan 
demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dalam arti pemerintahan oleh 
rakyat sendiri dimana segala keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang 
berkumpul pada waktu dan tempat yang sama, hanya mungkin terjadi 
pada negara yang sangat kecil, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah 
penduduk. Model demokrasi langsung sudah tidak mungkin dilaksanakan 
di masa modern ini karena wilayah negara yang luas dan jumlah 
penduduk yang selalu meningkat.3  
Demokrasi perwakilan diterapkan di Indonesia dikarenakan hal 
tersebut lebih cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk 
yang begitu besar serta wilayah yang begitu luas. Atas dasar tersebut 
tentunya sangat tidak mungkin jika demokrasi langsung diterapkan. 
Senada dengan hal tersebut, Mac Iver mengemukakan bahwa “Model 
Demokrasi langsung tersebut sudah tidak mungkin dilaksanakan di masa 
modern ini karena wilayah negara yang luas serta jumlah penduduk yang 
                                                          
2
  Janedjri M. Gaffar, 2012, Demokrasi Kontitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia 
setelah Perubahan UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 38. 
3
  Janedjri M.Gaffar, 2013, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 
hlm. 25-26. 
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selalu meningkat”.4 Hal ini didukung bahwa di satu sisi, demokrasi 
memiliki kapasitas untuk disuguhkan dalam berbagai model.5  
Pemilihan Umum di Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945 
sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pemilihan umum 
diselenggarakan dalam rangka memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta 
Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini secara langsung bahwa UUD NRI 
Tahun 1945 menyebut beberapa jenis pemilu di Indonesia. Pemilihan 
umum, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden masuk dalam rezim pemilu.  Adapun praktik pemilihan kepala 
daerah masuk dalam rezim pemerintahan daerah sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah. Namun, dalam perkembangannya pemilihan kepala daerah juga 
masuk dalam rezim pemilu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. UU Nomor 22 Tahun 
2007 merupakan kompilasi dan penyempurnaan yang komprehensif 
dalam satu UU terhadap semua pengaturan penyelenggara pemilu, 
meliputi : pemilu DPR, DPD, DPRD; pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 
serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Inilah UU yang 
menyebut pertama kali pilkada  sebagai pemilu Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah.6  
                                                          
4
   Ibid. hlm 26. 
5
  Ahmad Vaezi, Demokrasi Teokratik dan Kritik Terhadapnya, Lihat Muhammad Bagher 
Khorramshad, 2013, Demokrasi Religius, Yogyakarta : RausyanFikr Insititute. Hlm. 24. 
6
  Suharizal, 2012, Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, Rajawali Pers, 
Jakarta, hlm. 76. 
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Memasuki tahun 2014, Indonesia kembali menyelenggarakan 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan setelah 
pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan 
Umum tahun 2014 menjadi pemilihan umum yang kesebelas kalinya 
dalam perjalananan ketatanegaraan di Indonesia. Sebagaimana praktik 
pemilihan umum sebelumnya, salah satu agenda yang ikut mewarnai 
praktik pemilihan umum di Indonesia adalah kampanye pemilihan umum. 
Kampanye pemilihan umum dilakukan dengan tujuan agar warga 
masyarakat yang menjadi sasaran kampanye tertarik untuk memilih calon 
anggota legistlatif tertentu ataupun partai politik tertentu serta calon 
anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi peserta pemilu. 
Sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak 
perkembangan  dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu selalu 
memiliki Undang-Undang (UU) tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. 7 
Untuk pemilihan umum tahun 2014, salah satu undang-undang yang 
menjadi dasar pelaksanaanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, salah satu muatannya 
mengatur tentang kampanye pemilihan umum bagi peserta pemilihan 
umum. Pada bagian metode/tata cara kampanye, undang-undang 
tersebut mengatur tentang pemisahan waktu pelaksanaan metode/tata 
                                                          
7
  Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.36. 
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cara kampanye tersebut. Pemisahan waktu tersebut dibagi yaitu pada 
saat setelah penetapan serta pada saat 21 (dua puluh satu) hari jadwal 
kampanye sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU sebagai 
penyelenggara pemilihan umum. 
Selain mengatur tentang metode/tata cara kampanye serta 
pemisahan waktu pelaksanaanya, undang-undang tersebut juga mengatur 
tentang sanksi pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan tentang 
metode/tata cara kampanye yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan 
pemisahan waktu dalam undang-undang tersebut serta ketetapan KPU 
tentang jadwal kampanye.  
Berkaitan dengan implementasi pasal 82 mengenai metode 
kampanye pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pemilihan umum tahun 
2014, salah satu calon anggota legislatif  DPR RI dapil SulSel II Partai 
Gerindra nomor urut 6 atas nama M. Yasir Mahmud S.E. dijatuhi vonis 
satu bulan penjara dengan masa percobaan dua bulan dan denda Rp. 5 
juta subsidair satu bulan. 8 Calon anggota legislatif yang bersangkutan 
divonis bersalah karena terbukti melakukan kampanye melalui media 
cetak sebagaimana diatur dalam metode kampanye Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 diluar  jadwal yang telah ditentukan. Kampanye 
melalui media cetak berdasarkan undang-undang tersebut mengatur 
bahwa kampanye melalui media cetak adalah salah satu metode 
                                                          
8
  http;//www.celebesonline.htm/ Divonis 1 Bulan Penjara, Yasir Mahmud Tetap Maju Jadi 
Caleg 
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kampanye yang dipisahkan waktu pelaksanaannya dari sejumlah metode 
kampanye yang ada. Disebutkan dalam lanjutan pasal 82 tentang metode 
kampanye yaitu dalam pasal 83 ayat 2 bahwa “Kampanye  Pemilu  
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  82 huruf  e  dan  huruf  f  
dilaksanakan  selama  21  (dua  puluh satu)  hari  dan  berakhir  sampai  
dengan  dimulainya  Masa Tenang”. Poin “e” yang dimaksud adalah iklan 
media massa cetak dan media massa elektronik. Adapun frasa “selama 21 
(dua puluh satu) hari” adalah sebagaimana peraturan KPU tentang 
tahapan, program, dan jadual penyelenggaraan pemilihan umum anggota 
DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 yang menetapkan  21 (dua puluh satu) 
hari pelaksanaan metode kampanye melalui iklan media cetak dan media 
elektronik terhitung mulai tanggal 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014.  
Persoalan tersebut tentu memunculkan sejumlah pertanyaan sebab 
sudah menjadi pemandangan umum calon anggota legislatif khususnya di 
Provinsi Sulawesi Selatan jauh sebelum jadwal yang ditetapkan KPU juga 
telah memperkenalkan diri sebagi calon anggota legislatif melalui media 
cetak.  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih mendalam terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 
calon anggota DPR-RI daerah pemilihan Sulsel II nomor urut 6 Partai 
Gerinda terkait metode kampanye yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan 
masalahnya sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan metode kampanye dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta urgensi pemisahan waktu 
metode kampanye dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012? 
2. Bagaimana implikasi hukum ketatanegaraan terkait pencalonan 
sebagai peserta pemilu calon anggota legislatif DPR RI daerah 
pemilihan Sulawesi Selatan II nomor urut 6 Partai Gerindra 
sebagi peserta pemilu setelah putusan hakim mengenai 
pelanggaran pidana pemilu yang telah dilakukan? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan metode kampanye dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta urgensi pemisahan waktu 
metode kampanye dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012. 
2. Untuk mengetahui implikasi hukum ketatanegaraan terkait 
pencalonan sebagai peserta pemilu calon anggota legislatif 
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DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan II nomor urut 6 
Partai Gerindra setelah putusan hakim mengenai pelanggaran 
pidana pemilu yang telah dilakukan.  
Sementara  itu  adapun  kegunaan  yang  diharapkan  penulis  
yaitu, tulisan  ini  dapat  menjadi  referensi  dalam  perkembangan  ilmu  
hukum  di Indonesia,  khususnya  dalam  bidang  Hukum  Tata  Negara  
terkait  persoalan kampanye dalam pemilihan umum legislatif. Selain  itu,  
diharapkan  juga  hasil  penulisan  skripsi  ini  dapat bermanfaat  bagi 
kalangan  praktisi  maupun  akademisi hukum  serta  bagi masyarakat 
pada umumnya.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Demokrasi dan Pemilu 
1. Definisi Demokrasi 
Demokrasi berakar pada kata “demos” dan “cratos” yang berarti “ 
kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya” untuk membedakan dengan 
bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada sedikit orang dan 
monarki kekuasaan yang ada pada sedikit orang.9  
N.D. Arora dan S.S. Aswathy menyatakan kata Demokrasi berakar 
pada kata “demos” dalam bahasa Yunani kuno yang berarti suatu bentuk 
pemerintahan oleh suatu populasi yang berlawanan dengan kelompok 
kaya dan para aristokrat. Karena itu, dalam pengertian Yunani kuno 
demokrasi adalah kekuasaan oleh orang biasa, yang miskin dan tidak 
terpelajar sehingga demokrasi pada saat itu, misalnya oleh aristoteles, 
ditempatkan sebagai bentuk pemerintahan yang merosot atau buruk. 10 
Secara umum dapat dikatakan demokrasi adalah suatu sistem yang 
merupakan lawan teokrasi. Dalam sistem teokrasi, Tuhan adalah pusat 
dan patokan dari segala aktifitas yang berkaitan dengan politik. Manusia 
adalah wakil atau aparat yang melaksanakan keputusan atau Tuhan 
dibumi. Manusia tidak mempunyai hak membuat hukum. Penguasa, 
lazimnya para raja, mendapat mandat atau dipilih oleh Tuhan. Rakyat 
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  Janejdri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Op. Cit. hlm. 14. 
10
  Ibid. 
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kebanyakan tidak punya hak menentukan siapa yang memerintah mereka. 
Paham inilah yang lazim dipakai di Eropa pada zaman kegelapan. 
Sementara itu, dalam sistem demokrasi yang menentukan pemerintah 
adalah rakyat. Pandangan ini muncul dan diaplikasikan pada masa Yunani 
purba sebagaimana yang digambarkan oleh pujangga-pujangga mereka 
seperti Aristoteles dan Plato. Pada masa renaisans, pola demokrasi 
Yunani dimunculkan lagi. Filsuf masa renaisans dan pencerahan seperti 
Machiavelli, Voltaire, Rousseau dan Locke menekankan bahwa yang 
berkuasa pada prinsipnya adalah rakyat dan bukannya Tuhan, kekuasaan 
mereka kemudian ditransformasikan pada pemerintah melalui suatu 
sistem pemilihan. Jadi pemerintah mendapat mayoritas dukungan rakyat 
melalui pemilihan adalah pemerintah yang absah dan memiliki legitimasi 
yang kuat.11 
2. Definisi Pemilu 
Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu 
dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan 
pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus 
merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-
wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.12 
Definisi pemilihan umum menurut para ahli13 : 
                                                          
11
  Dartina Farida Sinaga, “Pemilihan Umum di Indonesia, Pemilihan Caleg dan 
Pilpres/Cawapres”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Unhas, vol. 14, Nomor 4 
Desember 2009, hlm. 528-529. 
12
  M. Rusli Karim, 1991, Pemilu Demokratis Kompetitif, Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm. 2. 
13
  Titik Triwulan Tutik, Op.Cit.  hlm. 331-332. 
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a. A.S.S. Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana 
pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya 
merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik 
rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak 
tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan 
pemerintahan. 
b. M. Rusli Karim, “Pemilu merupakan salah satu sarana utama 
untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang 
berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan 
demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”. 
c. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pemilu adalah salah satu hak 
asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena dalam 
pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah 
untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang 
berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk 
menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat 
mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan 
rakyat. 
d. Parulian Donald, Pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut 
demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi 
dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. 
Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting 
bagi proses dinamika negara.  
 
3. Hubungan Demokrasi dan Pemilu 
Terdapat dua jenis atau model demokrasi berdasarkan cara 
pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan, yaitu demokrasi langsung dan 
demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dalam arti pemerintahan oleh 
rakyat sendiri dimana keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang 
berkumpul pada waktu dan tempat yang sama, hanya mungkin terjadi 
pada negara yang sangat kecil, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah 
penduduk.14 
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  Janedjri M. Gaffar, Op. Cit. Hlm. 26. 
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Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang dibuat untuk 
dapat dijalankan dalam jangka waktu yang lama dan mencakup wilayah 
yang luas.15 Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan 
dari warga negara kepada organ-organ negara. Menurut John Locke, 
walaupun kekuasaan telah diserahkan kepada organ negara, masyarakat 
sebagai kesatuan politik masih dapat menyampaikan aspirasi dan 
tuntutan. Untuk membentuk sebuah masyarakat politik, dibuatlah undang-
undang atau hukum sehingga perlu dibuat badan atau lembaga pembuat 
undang-undang yang dipilih dan dibentuk oleh rakyat. 16 
Pada titik inilah berjalannya demokrasi perwakilan menghendaki 
adanya pemilu. Pemilu setidaknya merupaka mekanisme untuk 
membentuk organ negara, terutama organ pembentuk hukum yang akan 
menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena itu, pemilu 
merupakan bagian tak terpisahkan sekaligus prasyarat demokrasi 
perwakilan.17 
Mengaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat 
dalam hubungan dan rumusan sederhana sehingga ada yang 
mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang  
paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan 
sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat 
untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu. Hal ini 
menjadi niscaya karena di zaman modern ini tidak ada lagi demokrasi 
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  Ibid. hlm. 27.  
16
  Ibid. 
17
   Ibid. 
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langsung atau demokrasi yang dilakukan sendiri oleh rakyat seperti pada 
zaman polis-polis di Yunani kuno kira-kira 2.500 tahun yang lalu. Didalam 
demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi 
perwakilan atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yang 
berate keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-
wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, 
sehinga hasil pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan 
aspirasi politik yang hidup ditengah-tengah rakyat.18 
Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun 
demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum 
merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga 
harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di 
negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi 
mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang 
legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan 
pemilu yang demokratis saling merupakan “qonditio sine qua non”, the 
one can not exist without the others.19   
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  Moh. Mahfud MD. Pemilu dan MK dalam Mozaik Ketatagenaraan Kita, dalam Kata 
Pengantar, Jakarta, 18 Agustus 2012. 
19
  A. Mukhtie Fadjar, “ Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas : Penyelesaian Hukum 
Pelanggaran Pemilu dan PHPU”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 
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B. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia 
1. Dasar Hukum 
Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia 
terhitung telah mengalami sepuluh kali pemilu. Mekanisme maupun 
pelaksanaan pemilu di Indonesia dari masa ke masa berkembang sejalan 
dengan tuntutan demokrasi. Pengalaman sepuluh kali pemilu tersebut 
juga menandai perjalanan praktik demokrasi perwakilan di Indonesia.20 
Memasuki tahun 2014, Indonesia kembali melaksanakan pemilihan 
umum. Pemilihan umum tahun 2014 merupakan pemilihan umum yang 
kesebelas kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Untuk 
Pemilihan umum tahun 2014 merupakan pemilihan umum anggota DPR, 
DPD, dan DPRD yang akan digelar pada tanggal 9 April 2014 serta 
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan 
setelah pemilihan DPR, DPD, dan DPRD. 
Pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pemilihan umum 
senantiasa melakukan perubahan terhadap dasar hukum pelaksanaan 
pemilu. Adapun dasar hukum pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 
DPRD, serta aturan tentang pemilihan umum yaitu : 
a. Undang Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 
b. Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum. 
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  Janedjri M. Gaffar, Op. Cit. hlm. 94. 
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c. Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemiilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Dalam hal sistem Pemilu, penyelenggara, penetapan hasil, dan 
pelanggaran, tidak ada perbedaan substantif antara UU Nomor 8 Tahun 
2012 dengan UU Nomor 10 Tahun 2008. Perbedaan besar terdapat pada 
mekanisme dan penyelesaian sengketa dan pelanggaran Pemilu. 
Perubahan tersebut setidaknya ada dua hal. Pertama, pemberian 
kewenangan yang lebih besar kepada Bawaslu untuk menyelesaikan 
sengketa. Kedua, adanya tiga peradilan yang terlibat dalam penyelesaian 
sengketa dan Pelanggaran Pemilu, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan 
Tata Usaha Negara, dan MK.21 
Pasal 257 UU Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan, yang dimaksud 
dengan sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta 
Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, 
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota. Pasal 259 UU Nomor Tahun 2012 menegaskan, 
keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan 
keputusan terakhir dan mengikat. Pengecualiannya adalah keputusan 
sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta 
Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, 
dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila sengketa yang demikian itu tidak 
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dapat diselesaikan oleh Bawaslu, para pihak dapat mengajukan gugatan 
tertulis ke PTUN.22 
Untuk penyelesaian tindak Pidana Pemilu, perkaranya diperiksa 
dan diputus oleh pengadilan negeri. Penyidikan tindak pidana Pemilu 
dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam 
waktu 14 hari sejak diterima laporan, penyidik harus menyampaikan hasil 
penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila 
hasil penyelidikan belum lengkap. Dalam waktu paling lama 3 hari, 
penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik 
Kepolisian, disertai petunjuk tantang hal yang harus dilakukan untuk 
dilengkapi. Penyidik kepolisian, dalam waktu paling lama 3 hari sejak 
tanggal penerimaan berkas, harus sudah menyampaikan kembali berkas 
perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan 
berkas perkara kepada pengadilan negeri, paling lama 5 hari sejak 
menerima berkas perkara. 
Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
tindak pidana Pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas 
perkara. Apabila putusan pengadilan diajukan banding, permohonan 
banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. 
Pengadilan negeri melimpahkan berkas permohonan banding kepada 
pengadilan tinggi paling lama 3 hari setelah permohonan banding 
diterima. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding 
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paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima, dan putusan ini 
merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan 
upaya hukum lain.23 
Guna mendukung penegakan hukum Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 
2012 membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang bertujuan 
menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, 
Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.24 
2. Syarat Menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota 
Syarat untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) sebagai berikut : 
Pasal 51 
 
(1) Bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD 
kabupaten/kota  adalah Warga  Negara  Indonesia  dan 
harus memenuhi persyaratan: 
 
a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia; 
d. cakap  berbicara,  membaca,  dan  menulis  dalam  
bahasa Indonesia; 
e. berpendidikan  paling  rendah  tamat  sekolah  
menengah atas, madrasah  aliyah,  sekolah  
menengah  kejuruan, madrasah  aliyah  kejuruan,  
atau  pendidikan  lain  yang sederajat; 
                                                          
23
  Ibid. Hlm. 154 
24
  Ibid. Hlm 155 
18 
 
f. setia  kepada  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun  1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 
1945; 
g. tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan 
putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  
kekuatan hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  
pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  5  
(lima)  tahun  atau lebih; 
h. sehat jasmani dan rohani; 
i. terdaftar sebagai pemilih; 
j. bersedia bekerja penuh waktu; 
k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil 
kepala daerah,  pegawai  negeri  sipil,  anggota  
Tentara  Nasional Indonesia,  anggota  Kepolisian  
Negara  Republik Indonesia,  direksi,  komisaris,  
dewan  pengawas  dan karyawan  pada  badan  
usaha  milik  negara  dan/atau badan  usaha  milik  
daerah  atau  badan  lain  yang anggarannya  
bersumber  dari  keuangan  negara,  yang dinyatakan  
dengan  surat  pengunduran  diri  yang  tidak dapat 
ditarik kembali; 
l. bersedia  untuk  tidak  berpraktik  sebagai  akuntan 
publik,  advokat/pengacara,  notaris,  pejabat  
pembuat akta  tanah  (PPAT),  atau  tidak  melakukan  
pekerjaan penyedia  barang  dan  jasa  yang  
berhubungan  dengan keuangan  negara  serta  
pekerjaan  lain  yang  dapat menimbulkan  konflik  
kepentingan  dengan  tugas, wewenang,  dan  hak  
sebagai  anggota  DPR,  DPRD provinsi,  dan  DPRD  
kabupaten/kota  sesuai  dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
m. bersedia  untuk  tidak  merangkap  jabatan  sebagai 
pejabat  negara  lainnya,  direksi,  komisaris,  dewan 
pengawas  dan  karyawan  pada  badan  usaha  milik 
negara dan/atau badan usaha milik daerah serta 
badan lain  yang  anggarannya  bersumber  dari  
keuangan negara; 
n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; 
o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan 
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. 
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3. Sistem Pemilihan Umum 
Sistem pemilu hakikatnya merupakan seperangkat metode yang 
mengatur warga negara dalam memilih para wakilnya dalam suatu 
lembaga perwakilan rakyat, seperti halnya parlemen. Dengan demikian, 
dapat juga dikatakan bahwa sistem pemilihan dapat berupa seperangkat 
metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi di parlemen.25 
Dalam Ilmu Politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan 
umum dengan berbagai macam variasinya, akan tetapi umumnya berkisar 
pada dua prinsip pokok, yaitu : 
a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih 
satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik) 
b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih 
beberapa wakil: biasanya dinamakan sistem perwakilan 
berimbang atau sistem proporsional)26 
Sistem pemilihan distrik disebut juga dengan istilah sistem 
perwakilan distrik atau mayoritas  (Single-member Constituency). 
Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-
distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan 
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Misalnya, 
jumlah anggota DPR ditentukan 300 orang, maka wilayah negara dibagi 
                                                          
25
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  Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik; Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka 
Utama., Jakarta,  hlm. 462.  
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dalam 300 distrik pemilihan (daerah pemilihan atau Constituence). Jadi 
setiap distrik pemilihan diwakili oleh satu orang wakil di DPR.27 
 Sistem proporsional adalah sistem dimana presentasi kursi di 
badan perwakilan rakyat yang dibagi pada tiap-tiap partai politik, 
disesuaikan dengan presentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap 
partai politik itu. Dengan kata lain sistem ini merupakan metode transfer 
suara pemilih di kursi parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara 
pemilih. Umpamanya jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilu adalah 
1000 orang dan jumlah suara di badan perwakilan rakyat ditentukan 10 
kursi, berarti untuk satu wakil rakyat dibutuhkan suara 100 suara. 
Pembagian kursi di badan perwakilan rakyat tersebut tergantung kepada 
berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilu 
itu.28  
Sistem proporsional data digunakan dalam 300 variasi, tetapi ada 
dua metode yang utama yaitu: (1) Hare System (Single Tranferable Vote); 
dan (2) List System. 
1) Hare System 
Dalam sistem Hare System pemilih diberi kesempatan untuk 
memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya dari distrik yang 
bersangkutan. Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih 
ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi apabila ada 
                                                          
27
  Titik Triwulan Tutik. Op.Cit. Hlm. 338 
28
  Ibid. Hlm. 339 
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sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon 
berikutnya. 
2) List System  
Dalam penerapannya, sistem daftar ini terdiri dari dua bentuk. 
Pertama, sistem daftar tertutup. Pada sistem ini para pemilih harus 
memilih partai politik peserta pemilu dan tidak bisa memilih calon legislatif. 
Karena dalam sistem ini calon legislatif ditentukan dan diurutkan sepihak 
oleh parpol yang mencalonkannya. Kedua, sistem terbuka. Dalam sistem 
ini pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga calon legislatif, karena 
parpol tidak menentukan dan mengurutkan secara sepihak calon.29 
Sistem pemilihan umum di Indonesia, pada masa Orde Baru sistem 
yang dipilih adalah proporsional murni secara nasional. Hal itu bergeser 
pada masa reformasi yang memilih sistem perpaduan  antara proporsional 
dan distrik, yaitu distrik berwakil banyak. Terdapat distrik dalam bentuk 
daerah pemilihan sebagai basis keterwakilan, namun setiap daerah 
pemilihan diwakili oleh beberapa wakil yang penentuannya ditentukan 
secara proporsional beradasarkan perolehan suara.30 
Pemilihan Umum tahun 2014 di Indonesia menentukan sistem 
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hal ini 
berarti tata cara pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota adalah dengan memilih calon anggota legislatif yang ada 
                                                          
29
  Ibid. Hlm. 340-342 
30
  Janedjri M. Gaffar,  Politik Hukum Pemilu, Op.Cit. hlm. 40. 
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pada partai politik peserta pemilu yang juga secara otomatis memilih 
partai politik tersebut. Ketentuan mengenai sistem proporsional terbuka 
dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 terdapat pada pasal 5 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagai berikut: 
Pasal 5 
(1) Pemilu  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  dan 
DPRD  kabupaten/kota  dilaksanakan  dengan  sistem 
proporsional terbuka.   
 
    
C. Penyelenggara Pemilu 
Undang-Undang Nomor 15 Nomor 18 Tentang Penyelenggara 
Pemilu pada bab ketentuan umum pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa : 
Penyelenggara  Pemilu  adalah  lembaga  yang 
menyelenggarakan  Pemilu  yang  terdiri  atas  Komisi 
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu 
kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  Pemilu  untuk  memilih 
anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan 
Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Presiden  
dan Wakil  Presiden  secara  langsung  oleh  rakyat,  serta  
untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara 
demokratis. 
 
1. KPU 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan 
Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk lembaga penyelenggara 
pemilihan umum (pemilu). Dalam pasal 22E UUD1945 sendiri, nama 
lembaga penyelenggara pemilu itu tidak diharuskan bernama Komisi 
Pemilhan Umum (KPU). Itu sebabnya dalam rumusan Pasal 22E UUD 
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1945 itu, perkataan komisi pemilihan umum ditulis huruf kecil. Artinya, 
komisi pemilihan umum yang disebut pasal 22E itu bukanlah nama, 
melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga penyelenggara 
pemilu itu. 31 
 Adapun tugas  dan  wewenang  KPU  dalam  penyelenggaraan  
Pemilu  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada pasal 
8 ayat (1) yaitu: 
Pasal 8 
(1) Tugas  dan  wewenang  KPU  dalam  penyelenggaraan  
Pemilu anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
meliputi: 
  
a. merencanakan  program  dan  anggaran  serta 
menetapkan jadwal; 
b. menyusun  dan  menetapkan  tata  kerja  KPU,  KPU 
Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  KPPS,  
PPLN, dan KPPSLN;  
c. menyusun  dan  menetapkan  pedoman  teknis  untuk 
setiap  tahapan  Pemilu  setelah  terlebih  dahulu 
berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; 
d. mengoordinasikan,  menyelenggarakan,  dan 
mengendalikan semua tahapan Pemilu; 
e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; 
f. memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data 
kependudukan  yang  disiapkan  dan  diserahkan  
oleh Pemerintah  dengan  memperhatikan  data  
Pemilu dan/atau  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  
walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar 
pemilih; 
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  Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 237. 
24 
 
g. menetapkan peserta Pemilu; 
h. menetapkan  dan  mengumumkan  hasil  rekapitulasi 
penghitungan  suara  tingkat  nasional  berdasarkan  
hasil rekapitulasi  penghitungan  suara  di  KPU  
Provinsi  untuk Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan  
Rakyat  dan  hasil rekapitulasi  penghitungan  suara  
di  setiap  KPU  Provinsi untuk  Pemilu  Anggota  
Dewan  Perwakilan  Daerah dengan  membuat  berita  
acara  penghitungan  suara  dan sertifikat hasil 
penghitungan suara; 
i. membuat  berita  acara  penghitungan  suara  dan 
sertifikat  penghitungan  suara  serta  wajib 
menyerahkannya  kepada  saksi  peserta  Pemilu  dan 
Bawaslu; 
j. menerbitkan  keputusan  KPU  untuk  mengesahkan  
hasil Pemilu dan mengumumkannya; 
k. menetapkan  dan  mengumumkan  perolehan  jumlah 
kursi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  untuk 
setiap  partai  politik  peserta  Pemilu  anggota  
Dewan Perwakilan  Rakyat,  dan  Dewan  Perwakilan  
Rakyat Daerah;  
l. mengumumkan  calon  anggota  Dewan  
PerwakilanRakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  
terpilih  dan membuat berita acaranya;  
m. menetapkan  standar  serta  kebutuhan  pengadaan  
dan pendistribusian perlengkapan;  
n. menindaklanjuti  dengan  segera  rekomendasi  
Bawaslu atas  temuan  dan  laporan  adanya  dugaan  
pelanggaran Pemilu; 
o. mengenakan  sanksi  administratif  dan/atau 
menonaktifkan  sementara  anggota  KPU  Provinsi, 
anggota  PPLN,  anggota  KPPSLN,  Sekretaris  
Jenderal KPU,  dan  pegawai  Sekretariat  Jenderal  
KPU  yang terbukti  melakukan  tindakan  yang  
mengakibatkan terganggunya  tahapan  
penyelenggaraan  Pemilu  yang sedang  berlangsung  
berdasarkan  rekomendasi  Bawaslu dan/atau 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
p. melaksanakan  sosialisasi  penyelenggaraan  Pemilu 
dan/atau  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  
wewenang KPU kepada masyarakat; 
q. menetapkan  kantor  akuntan  publik  untuk  
mengaudit dana  kampanye  dan  mengumumkan  
laporan sumbangan dana kampanye; 
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r. melakukan  evaluasi  dan  membuat  laporan  setiap 
tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 
s. melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Adapun tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam 
penyelenggaraan Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan 
Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu pada pasal 9 ayat (1) yaitu:  
Pasal 9 
(1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan 
PemiluAnggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan 
Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  
Daerah meliputi: 
 
a. menjabarkan  program  dan  melaksanakan  anggaran 
serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi. 
b. melaksanakan  semua  tahapan  penyelenggaraan  
Pemilu di  provinsi  berdasarkan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan.  
c. mengoordinasikan,  menyelenggarakan,  dan 
mengendalikan  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  
oleh KPU Kabupaten/Kota. 
d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan 
menyampaikannya kepada KPU. 
e. memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data 
kependudukan  yang  disiapkan  dan  diserahkan  oleh 
Pemerintah  dengan  memperhatikan  data  Pemilu 
dan/atau  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota 
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. 
f. menetapkan  dan  mengumumkan  hasil  rekapitulasi 
penghitungan  suara  Pemilu  Anggota  Dewan  
Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi  berdasarkan  
hasil  rekapitulasi di  KPU  Kabupaten/Kota  dengan  
membuat  berita  acara penghitungan  suara  dan  
sertifikat  hasil  penghitungan suara. 
g. melakukan  rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara 
Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  
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Anggota Dewan  Perwakilan  Daerah  di  provinsi  yang 
bersangkutan  dan  mengumumkannya  berdasarkan 
berita  acara  hasil  rekapitulasi  penghitungan  suara  
di KPU Kabupaten/Kota. 
h. membuat  berita  acara  penghitungan  suara  serta 
membuat  sertifikat  penghitungan  suara  dan  wajib 
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, 
Bawaslu Provinsi, dan KPU. 
i. menerbitkan  keputusan  KPU  Provinsi  untuk 
mengesahkan  hasil  Pemilu  Anggota  Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 
mengumumkannya. 
j. mengumumkan  calon  anggota  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  Daerah  Provinsi  terpilih  sesuai  dengan  
alokasi jumlah  kursi  setiap  daerah  pemilihan  di  
provinsi  yang bersangkutan dan membuat berita 
acaranya. 
k. menindaklanjuti  dengan  segera  rekomendasi  
Bawaslu Provinsi  atas  temuan  dan  laporan  adanya  
dugaan pelanggaran Pemilu. 
l. mengenakan  sanksi  administratif  dan/atau 
menonaktifkan  sementara  anggota  KPU 
Kabupaten/Kota,  sekretaris  KPU  Provinsi,  dan  
pegawai sekretariat  KPU  Provinsi  yang  terbukti  
melakukan tindakan  yang  mengakibatkan  
terganggunya  tahapan penyelenggaraan  Pemilu  
berdasarkan  rekomendasi Bawaslu  Provinsi  dan/atau  
ketentuan  peraturan perundang-undangan.  
m. menyelenggarakan  sosialisasi  penyelenggaraan  
Pemilu dan/atau  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  
wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat. 
n. melakukan  evaluasi  dan  membuat  laporan  setiap 
tahapan penyelenggaraan Pemilu. 
o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang 
diberikan oleh  KPU  dan/atau  yang  sesuai  dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Selanjutnya, pada pasal 10 ayat (1) tugas  dan  wewenang  KPU  
Kabupaten/Kota  dalam penyelenggaraan  Pemilu  Anggota  Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  yaitu : 
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Pasal 10 
 
(1) Tugas  dan  wewenang  KPU  Kabupaten/Kota  dalam 
penyelenggaraan  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah meliputi: 
 
a. menjabarkan  program  dan  melaksanakan  anggaran 
serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota. 
b. melaksanakan  semua  tahapan  penyelenggaraan  di 
kabupaten/kota  berdasarkan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan. 
c. membentuk  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam  wilayah 
kerjanya. 
d. mengoordinasikan  dan  mengendalikan  tahapan 
penyelenggaraan  oleh  PPK,  PPS,  dan  KPPS  
dalam wilayah kerjanya.  
e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. 
f. memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data 
kependudukan  yang  disiapkan  dan  diserahkan  
oleh Pemerintah  dengan  memperhatikan  data  
Pemilu dan/atau  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  
walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar 
pemilih.  
g. menetapkan  dan  mengumumkan  hasil  rekapitulasi 
penghitungan  suara  Pemilu  Anggota  Dewan  
Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  
berdasarkan  hasil rekapitulasi   penghitungan  suara  
di  PPK  dengan membuat berita acara rekapitulasi 
suara dan sertifikat rekapitulasi suara. 
h. melakukan  dan  mengumumkan  rekapitulasi  hasil 
penghitungan  suara  Pemilu  Anggota  Dewan  
Perwakilan Rakyat,  Anggota  Dewan  Perwakilan  
Daerah,  dan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  
Daerah  Provinsi  di kabupaten/kota yang 
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil 
rekapitulasi penghitungan suara di PPK. 
i. membuat  berita  acara  penghitungan  suara  dan 
sertifikat  penghitungan  suara  serta  wajib 
menyerahkannya  kepada  saksi  peserta  Pemilu, 
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. 
j. menerbitkan  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk 
mengesahkan  hasil  Pemilu  Anggota  Dewan  
Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dan 
mengumumkannya. 
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k. mengumumkan  calon  anggota  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  terpilih  sesuai  
dengan alokasi  jumlah  kursi  setiap  daerah  
pemilihan  di kabupaten/kota  yang  bersangkutan  
dan  membuat berita acaranya.  
l. menindaklanjuti  dengan  segera  temuan  dan  
laporan yang disampaikan oleh Panwaslu 
Kabupaten/Kota.  
m. mengenakan  sanksi  administratif  dan/atau 
menonaktifkan  sementara  anggota  PPK,  anggota  
PPS, sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota,  dan  pegawai 
sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota  yang  terbukti 
melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan 
terganggunya  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu 
berdasarkan  rekomendasi  Panwaslu  
Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
n. menyelenggarakan  sosialisasi  penyelenggaraan  
Pemilu dan/atau  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  
wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. 
o. melakukan  evaluasi  dan  membuat  laporan  setiap 
tahapan penyelenggaraan Pemilu. 
p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang 
diberikan oleh  KPU,  KPU  Provinsi,  dan/atau  
peraturan perundang-undangan. 
 
2. BAWASLU 
Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok 
melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang 
meliputi Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu 
merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas 
anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan 
sumpah/janji jabatan. 
Adapun tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 meliputi : 
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Pasal 73 
(1) Bawaslu  menyusun  standar  tata  laksana  kerja 
pengawasan  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  sebagai 
pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan. 
(2) Bawaslu  bertugas  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu 
dalam  rangka  pencegahan  dan  penindakan  pelanggaran 
untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. 
(3) Tugas  Bawaslu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) 
meliputi:  
 
a. mengawasi  persiapan  penyelenggaraan  Pemilu  
yang terdiri atas: 
 
1. perencanaan  dan  penetapan  jadwal  tahapan 
Pemilu; 
2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 
3. pelaksanaan  penetapan  daerah  pemilihan  dan 
jumlah  kursi  pada  setiap  daerah  pemilihan  untuk 
pemilihan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat 
Daerah  Provinsi  dan  anggota  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  oleh  KPU  sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 
5. pelaksanaan  tugas  pengawasan  lain  yang  diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
b. mengawasi  pelaksanaan  tahapan  penyelenggaraan 
Pemilu yang terdiri atas: 
 
1. pemutakhiran  data  pemilih  dan  penetapan  daftar 
pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; 
2. penetapan peserta Pemilu; 
3. proses  pencalonan  sampai  dengan  penetapan 
anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan 
Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat 
Daerah,  pasangan  calon  presiden  dan  wakil 
presiden, dan calon  gubernur,  bupati, dan  walikota 
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  
perundangundangan; 
4. pelaksanaan kampanye; 
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 
6. pelaksanaan  pemungutan  suara  dan  penghitungan 
suara hasil Pemilu di TPS; 
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7. pergerakan  surat  suara,  berita  acara  penghitungan 
suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari 
tingkat TPS sampai ke PPK; 
8. pergerakan  surat  tabulasi  penghitungan  suara  dari 
tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota; 
9. proses  rekapitulasi  hasil  penghitungan  perolehan 
suara  di  PPS,  PPK,  KPU  Kabupaten/Kota,  KPU 
Provinsi, dan KPU;  
10. pelaksanaan  penghitungan  dan  pemungutan  suara 
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;  
11. pelaksanaan  putusan  pengadilan  terkait  dengan 
Pemilu;  
12. pelaksanaan putusan DKPP; dan 
13. proses penetapan hasil Pemilu. 
 
c. mengelola,  memelihara,  dan  merawat  
arsip/dokumen serta melaksanakan  penyusutannya  
berdasarkan jadwal  retensi  arsip  yang  disusun  oleh  
Bawaslu  dan ANRI; 
d. memantau  atas  pelaksanaan  tindak  lanjut 
penanganan pelanggaran  pidana  Pemilu  oleh  
instansi yang berwenang; 
e. mengawasi  atas  pelaksanaan  putusan  pelanggaran 
Pemilu; 
f. evaluasi pengawasan Pemilu; 
g. menyusun laporan hasil pengawasan 
penyelenggaraan Pemilu; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bawaslu berwenang: 
 
a. menerima  laporan  dugaan  pelanggaran  terhadap  
pelaksanaan  ketentuan  peraturan  
perundangundangan mengenai Pemilu; 
b. menerima  laporan  adanya  dugaan  pelanggaran 
administrasi  Pemilu  dan  mengkaji  laporan  dan 
temuan,  serta  merekomendasikannya  kepada  yang 
berwenang;  
c. menyelesaikan sengketa Pemilu;  
d. membentuk Bawaslu Provinsi; 
e. mengangkat  dan  memberhentikan  anggota  
Bawaslu Provinsi; dan 
f. melaksanakan  wewenang  lain  yang  diatur  dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(5) Tata  cara  dan  mekanisme  penyelesaian  pelanggaran 
administrasi  Pemilu  dan  sengketa  Pemilu  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diatur dalam 
undang-undang yang mengatur Pemilu. 
 
Bawaslu Provinsi 
Adapun tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi sebagai 
penyelanggara pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
Tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut : 
Pasal 75 
 
(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: 
 
a. mengawasi  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  di 
wilayah provinsi yang meliputi: 
 
1. pemutakhiran  data  pemilih  berdasarkan  data 
kependudukan  dan  penetapan  daftar  pemilih 
sementara dan daftar pemilih tetap;  
2. pencalonan  yang  berkaitan  dengan  persyaratan dan  
tata  cara  pencalonan  anggota  Dewan Perwakilan  
Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan pencalonan gubernur;  
3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan 
Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi, 
dan calon gubernur;  
4. penetapan calon gubernur;  
5. pelaksanaan kampanye;  
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 
7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan 
penghitungan suara hasil Pemilu;  
8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di 
wilayah kerjanya;  
9. proses  rekapitulasi  suara  dari  seluruh kabupaten/kota  
yang  dilakukan  oleh  KPU Provinsi;  
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara 
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 
11. proses  penetapan  hasil  Pemilu  Anggota  Dewan  
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  pemilihan 
gubernur; 
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b. mengelola,  memelihara,  dan  merawat  arsip/dokumen 
serta  melaksanakan  penyusutannya  berdasarkan 
jadwal  retensi  arsip  yang  disusun  oleh  Bawaslu 
Provinsi  dan  lembaga  kearsipan  Provinsi  berdasarkan 
pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI; 
c. menerima  laporan  dugaan  pelanggaran  terhadap 
pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan mengenai 
Pemilu;  
d. menyampaikan  temuan  dan  laporan  kepada  KPU 
Provinsi untuk ditindaklanjuti;  
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi 
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;  
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar 
untuk  mengeluarkan  rekomendasi  Bawaslu  yang 
berkaitan  dengan  adanya  dugaan  tindakan yang  
mengakibatkan  terganggunya  tahapan 
penyelenggaraan  Pemilu  oleh  Penyelenggara  Pemilu  
di tingkat provinsi;  
g. mengawasi  pelaksanaan  tindak  lanjut  rekomendasi 
Bawaslu  tentang  pengenaan  sanksi  kepada  anggota 
KPU  Provinsi,  sekretaris  dan  pegawai  sekretariat  
KPU Provinsi  yang  terbukti  melakukan  tindakan  yang  
mengakibatkan  terganggunya  tahapan 
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung; 
h. mengawasi  pelaksanaan  sosialisasi  penyelenggaraan 
Pemilu; dan 
i. melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang 
diberikan oleh undang-undang.  
 
(2) Dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat: 
 
a. memberikan  rekomendasi  kepada  KPU  untuk 
menonaktifkan  sementara  dan/atau  mengenakan 
sanksi  administratif  atas  pelanggaran  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan 
b. memberikan  rekomendasi  kepada  yang  berwenang 
atas  temuan  dan  laporan  terhadap  tindakan  yang 
mengandung unsur tindak pidana Pemilu. 
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PANWASLU 
Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Undang-
Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah 
sebagai berikut : 
Pasal 77 
(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah: 
 
a. mengawasi  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  di 
wilayah kabupaten/kota yang meliputi: 
 
1. pemutakhiran  data  pemilih  berdasarkan  data 
kependudukan  dan  penetapan  daftar  pemilih 
sementara dan daftar pemilih tetap;  
2. pencalonan  yang  berkaitan  dengan  persyaratan dan 
tata  cara  pencalonan  anggota  Dewan Perwakilan  
Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dan pencalonan 
bupati/walikota; 
3. proses  penetapan  calon  anggota  Dewan Perwakilan  
Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dan calon 
bupati/walikota;  
4. penetapan calon bupati/walikota;  
5. pelaksanaan kampanye;  
6. pengadaan  logistik  Pemilu  dan Pendistribusiannya 
7. pelaksanaan  pemungutan  suara  dan penghitungan 
suara hasil Pemilu;  
8. mengendalikan  pengawasan  seluruh  proses 
penghitungan suara;  
9. pergerakan  surat  suara  dari  tingkat  TPS  sampai ke 
PPK;  
10. proses  rekapitulasi  suara  yang  dilakukan  oleh KPU 
Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;  
11. pelaksanaan  penghitungan  dan  pemungutan suara  
ulang,  Pemilu  lanjutan,  dan  Pemilu susulan; dan 
12. proses  penetapan  hasil  Pemilu  Anggota  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dan 
pemilihan bupati/walikota;  
 
b. menerima  laporan  dugaan  pelanggaran  terhadap 
pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan mengenai 
Pemilu;  
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c. menyelesaikan  temuan  dan  laporan  sengketa 
penyelenggaraan  Pemilu  yang  tidak  mengandung 
unsur tindak pidana;  
d. menyampaikan  temuan  dan  laporan  kepada  KPU 
Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;  
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi 
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;  
f. menyampaikan  laporan  kepada  Bawaslu  sebagai 
dasar  untuk  mengeluarkan  rekomendasi  Bawaslu yang 
berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang 
mengakibatkan  terganggunya  tahapan penyelenggaraan 
Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat 
kabupaten/kota;  
g. mengawasi  pelaksanaan  tindak  lanjut  rekomendasi 
Bawaslu  tentang  pengenaan  sanksi  kepada  anggota 
KPU  Kabupaten/Kota,  sekretaris  dan  pegawai 
sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota  yang  terbukti 
melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan terganggunya  
tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  yang sedang 
berlangsung;  
h. mengawasi  pelaksanaan  sosialisasi  penyelenggaraan 
Pemilu; dan  
i. melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(2) Dalam  pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat: 
 
a. memberikan  rekomendasi  kepada  KPU  untuk 
menonaktifkan  sementara  dan/atau  mengenakan 
sanksi  administratif  atas  pelanggaran  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g;  
b. memberikan  rekomendasi  kepada  yang  berwenang 
atas  temuan  dan  laporan  terhadap  tindakan  yang 
mengandung unsur tindak pidana Pemilu. 
 
D. Kampanye Pemilu  
1. Definisi  
Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan 
komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan 
bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rogers 
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dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan 
komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek 
tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara 
berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.32 
Beberapa definisi lain yang sejalan dengan batasan yang 
disampaikan Rogers dan Storey diantaranya sebagai berikut33 : 
1. Pfau dan Parrot, “A campaigns is conscious, sustained and 
incremental process designed to be implemented over a specified 
period of time for the purpose of influencing a specified audience” 
(Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, 
bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu 
tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah 
diterapkan). 
2. Leslie B. Snyder, “A communication campaigns is an organized 
communication activity, directed at a particular audience, for a 
particular period of time, to achieve a particular goal” (Kampanye 
komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang 
diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu 
guna mencapai tujuan tertentu). 
3. Rajasundarman, “A campaigns is acoordinated use of different 
methods of communication aimed at focusing attention on a 
                                                          
32
  lanny lameanda, Definisi, Jenis-jenis, dan perbedaan kampanye dgn propaganda & iklan, 
dikutip pada laman Website http://lannylameanda.blogspot.com/2012/12/definisi-jenis-jenis-
dan-perbedaan.html, diakses pada Senin, 24 Maret Pkl, 20.58 Wita 
33
  Ibid. 
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particular problem and its solution over a period of time” (Kampanye 
dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi 
yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu tertentu 
yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu 
berikut pemecahannya). 
Adapun definisi kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, 
dan DPRD sama halnya dengan kampanye pemilihan umum presiden dan 
wakil presiden dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (29) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD 
adalah kegiatan  Peserta  Pemilu  untuk meyakinkan  para  Pemilih  
dengan  menawarkan  visi,  misi,dan program Peserta Pemilu. 
2. Metode Kampanye Pemilu 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 
DPR, DPD, dan DPRD tentang menyebutkan dalam pasal 77 tentang 
kampanye menyebutkan bahwa “Kampanye  Pemilu  merupakan  bagian  
dari  pendidikan  politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung 
jawab”. 
Adapun metode kampanye pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD 
dalam undang-undang tersebut pada pasal 82 disebutkan dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut : 
Pasal 82 
 
(1) Kampanye  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  
77dapat dilakukan melalui: 
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a. pertemuan terbatas; 
b. pertemuan tatap muka; 
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; 
d. pemasangan alat peraga di tempat umum; 
e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; 
f. rapat umum; dan 
g. kegiatan  lain  yang  tidak  melanggar  larangan  
Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 83 
 
(1) Kampanye  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  
82 huruf a sampai dengan huruf d  dilaksanakan sejak 3  
(tiga) hari  setelah  calon  Peserta  Pemilu  ditetapkan  
sebagaiPeserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa 
Tenang. 
(2) Kampanye  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  
82huruf  e  dan  huruf  f  dilaksanakan  selama  21  (dua  
puluh satu)  hari  dan  berakhir  sampai  dengan  dimulainya  
Masa Tenang. 
(3) Masa  Tenang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan 
ayat  (2)  berlangsung  selama  3  (tiga)  hari  sebelum  hari 
pemungutan suara. 
 
E. Pelanggaran Pemilu 
Dalam penyelenggaraan pemilu, sangat sulit dihindari terjadinya 
pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggraan Pemilu banyak 
sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus diakui bahwa 
tingkat berdemokrasi masyarakat Indonesia relatif masih rendah. Yang 
perlu dijaga, agar pelanggaran dan sengketa tersebut tidak menimbulkan 
gejolak dan tindakan anarkis dalam masyarakat. Jalan yang terbaik untuk 
mengatasi masalah ini adalah dengan cara menyelesaikan semua 
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pelanggaran dan sengketa melalui jalur hukum sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.34  
Semenjak Pemilu 1999, Pelangaran Pemilu dibedakan dalam 
Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Pidana Pemilu35. 
Menurut Jenedjri M. Gaffar, “Pelanggaran administratif adalah 
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan 
merupakan ketentuan pidana pemilu dan ketentuan yang lain yang diatur 
oleh KPU”. Adapun pelanggaran pidana pemilu menurut Jenedjri M. 
Gaffar adalah “pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu”.36 
1. Pelanggaran Administrasi dan mekanisme penyelesaian 
Pelanggaran administrasi berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan 
DPRD adalah  pelanggaran  yang meliputi  tata  cara,  prosedur,  dan  
mekanisme  yang  berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu 
dalam setiap tahapan penyelenggaraan  Pemilu  di  luar  tindak  pidana  
Pemilu  dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 
Adapun mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu 
dalam Undang-undang tersebut sebagai berikut : 
Pasal 254 
(1) Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Panwaslu  Kabupaten/Kota 
membuat  rekomendasi  atas  hasil  kajiannya  sebagaimana 
dimaksud  pada  Pasal  249  ayat  (5)  terkait  pelanggaran 
administrasi Pemilu. 
                                                          
34
  Rozali Abdullah, 2009, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), 
Rajawali Press, Jakarta, hlm.  265. 
35
  A. Mukhtie Fadjar, Op. Cit. hlm. 7 
36
   Janedjri M. Gaffar. Op. Cit. hlm. 50. 
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(2) KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota  wajib 
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
dan  Panwaslu  Kabupaten/Kota  sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (1). 
(3) KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota  menyelesaikan 
pelanggaran  administrasi  Pemilu  berdasarkan 
rekomendasi  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Panwaslu 
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 
 
Pasal 255 
 
(1) KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota  memeriksa  
dan memutus  pelanggaran  administrasi  sebagaimana 
dimaksud  pada  Pasal  254  ayat  (2)  paling  lama  7  (tujuh) 
hari  sejak  diterimanya  rekomendasi  Bawaslu,  Bawaslu 
Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. 
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  penyelesaian 
pelanggaran  administrasi  Pemilu  diatur  dalam  Peraturan 
KPU. 
Pasal 256 
 
Dalam hal KPU, KPU Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota, PPK, 
PPS atau  Peserta  Pemilu  tidak  menindaklanjuti  
rekomendasi Bawaslu  sebagaimana  dimaksud  dalam  
Pasal  255,  Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan 
atau peringatan tertulis. 
 
2. Pelanggaran Pidana dan mekanisme penyelesaian 
Pelanggaran pidana berdasarkan ketentuan pasal 260 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, 
DPD, dan DPRD adalah Tindak  pidana  Pemilu  adalah  tindak  pidana  
pelanggaran dan/atau  kejahatan  terhadap  ketentuan  tindak  pidana  
Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  
Adapun mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran pidana 
pemilu dalam undang-undang tersebut sebagai berikut : 
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Pasal 261 
 
(1) Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia 
menyampaikan  hasil  penyidikannya  disertai  berkas 
perkara  kepada  penuntut  umum  paling  lama  14  (empat 
belas) hari sejak diterimanya laporan. 
(2) Dalam  hal  hasil  penyidikan  belum  lengkap,  dalam  waktu 
paling  lama  3  (tiga)  hari  penuntut  umum  mengembalikan 
berkas  perkara  kepada  Penyidik  Kepolisian  Negara 
Republik  Indonesia  disertai  petunjuk  tentang  hal  yang 
harus dilakukan untuk dilengkapi. 
(3) Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam 
waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  tanggal  
penerimaan berkas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  
harus  sudah menyampaikan  kembali  berkas  perkara  
tersebut  kepada penuntut umum. 
(4) Penuntut  umum  melimpahkan  berkas  perkara 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  
kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak 
menerima berkas perkara. 
 
Pasal 262 
 
(1) Pengadilan  negeri  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan 
memutus  perkara  tindak  pidana  Pemilu  menggunakan 
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 
(2) Sidang  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  Pemilu 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh 
majelis khusus. 
 
Pasal 263 
 
(1) Pengadilan  negeri  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  
perkara  tindak  pidana  Pemilu  paling  lama  7  (tujuh)  hari 
setelah pelimpahan berkas perkara. 
(2) Dalam  hal  putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud 
pada  ayat  (1)  diajukan  banding,  permohonan  banding 
diajukan  paling  lama  3  (tiga)  hari  setelah  putusan 
dibacakan. 
(3) Pengadilan  negeri  melimpahkan  berkas  perkara  
permohonan  banding  kepada  pengadilan  tinggi  paling 
lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. 
(4) Pengadilan  tinggi  memeriksa  dan  memutus  perkara 
banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 
(tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. 
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(5) Putusan  pengadilan  tinggi  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat  (4)  merupakan  putusan  terakhir  dan  mengikat  serta 
tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. 
 
Pasal 264 
 
(1) Putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  
263  ayat  (1)  dan  ayat  (4)  harus  sudah  disampaikan 
kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah 
putusan dibacakan. 
(2) Putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  
263  harus  dilaksanakan  paling  lambat  3  (tiga)  hari 
setelah putusan diterima oleh jaksa. 
Pasal 265 
 
(1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana  Pemilu 
yang  menurut  Undang-Undang  ini  dapat  memengaruhi 
perolehan  suara  Peserta  Pemilu  harus  sudah  selesai 
paling  lama  5  (lima)  hari  sebelum  KPU  menetapkan  
hasil Pemilu secara nasional. 
(2) KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  wajib 
menindaklanjuti  putusan  pengadilan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1)  harus  sudah  diterima  KPU,  KPU  Provinsi,  atau 
KPU  Kabupaten/Kota  dan  Peserta  Pemilu  pada  hari 
putusan pengadilan tersebut dibacakan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.   Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan 
informasi  mengenai  permasalahan yang diteliti adalah  di Kota Makassar, 
Provinsi  Sulawesi  Selatan bertempat di Bawaslu dan KPU Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
B. Populasi dan Sampel 
 Dalam Penelitian ini yang merupakan Populasi adalah seluruh 
anggota Bawaslu dan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan beserta 
jajarannya terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya. Adapun Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 5 
(Komisioner) KPU serta jajarannya. 
 Adapun sampel sebagai bagian yang mewakili populasi adalah 
pihak-pihak yang mengetahui tentang objek yang sedang diteliti terdiri 
atas 1 (satu) orang responden dari Bawaslu Provinsi dan 2 (dua) orang 
responden dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan. 
C.  Jenis dan Sumber Data 
Jenis  data  terbagi  atas  dua,  yaitu  data  primer  dan  data  
sekunder. Data primer adalah data yang dikumpul oleh penulis  dan  dari 
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wawancara langsung. Disebut  data  primer  karena  data  sebelumnya  
data  ini  belum ada  tetapi  diadakan  oleh  penulis/peneliti.  Sedangkan  
data  sekunder adalah  data  yang  berupa  dokumen-dokumen, bahan-
bahan hukum  yang ada pada daerah penelitian. Data ini sudah ada dari 
instansi yang terkait dengan penelitian penulis. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini,  penulis  menggunakan  teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research),  yaitu  dengan 
menelaah data-data  yang  diperoleh dari buku, jurnal, 
peraturan perundang-undangan, majalah, karya tulis, media 
cetak, ataupun media internet, serta media elektronik yang 
memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan 
wawancara    terhadap  narasumber  di Instansi yang berkaitan 
dengan persoalan kasus tindak pidana pemilu 
 
E. Analisis Data 
Data  yang  diperoleh  dan  yang  telah  dikumpulkan, baik  data  
primer maupun  data  sekunder,  diolah  dengan  teknik  kualitatif.  Dimana  
analisis data kualitatif adalah pengelolaan  data secara deduktif, yaitu 
dimulai dari dasar-dasar pengetahun yang umum kemudian meneliti hal 
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yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah 
kesimpulan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Metode Kampanye Pemilu 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai dasar hukum pelaksanaan 
pemilihan umum di Indonesia salah satu muatannya adalah metode 
kampanye. Di dalam undang-undang tersebut pada pasal 82 
menyebutkan bahwa:  
Pasal 82 
Kampanye  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  77 
dapat dilakukan melalui: 
a. pertemuan terbatas; 
b. pertemuan tatap muka; 
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; 
d. pemasangan alat peraga di tempat umum; 
e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; 
f. rapat umum; dan 
g. kegiatan  lain  yang  tidak  melanggar  larangan  Kampanye 
Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Berdasarkan pasal diatas terkait metode kampanye, secara umum 
terdapat 7 (tujuh) poin pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh 
undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 
DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga dalam pelaksanaan kampanye 
pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 
pelaksanaannya tidak lepas dari ketujuh poin yang telah ditetapkan 
undang-undang tersebut. Pengaturan lebih lanjut terkait teknis 
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pelaksanaan motede kampanye sebagaimana diatur dalam undang-
undang tersebut diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum yakni 
PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota, DPR, DPD, 
dan DPRD. 
   Pengaturan tentang metode kampanye dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD diikuti oleh pengaturan tentang pemisahan waktu pelaksanaan 
metode kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal 
tersebut diatur pada pasal 83 yang menyebutkan bahwa :  
Pasal 83 
 
(1) Kampanye  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  
82 huruf a sampai dengan huruf d  dilaksanakan sejak 3  
(tiga) hari  setelah  calon  Peserta  Pemilu  ditetapkan  
sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa 
Tenang. 
(2) Kampanye  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  
82 huruf  e  dan  huruf  f  dilaksanakan  selama  21  (dua  
puluh satu)  hari  dan  berakhir  sampai  dengan  dimulainya  
Masa Tenang. 
(3) Masa  Tenang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan 
ayat  (2)  berlangsung  selama  3  (tiga)  hari  sebelum  hari 
pemungutan suara. 
 
Pemisahan waktu metode kampanye pemilihan umum secara jelas 
dapat dilihat dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) diatas yang menyebutkan 
bahwa metode kampaye yang “dimaksud dalam pasal 82 huruf a sampai 
dengan huruf d” dilaksanakan 3 hari sejak ditetapkannya daftar calon 
tetap peserta pemilu sampai dengan masa tenang. Adapun poin a sampai 
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dengan “d” pada pasal 82 yaitu metode kampanye yang dilakukan melalui 
pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye 
pemilu kepada umum serta pemasangan alat peraga di tempat umum. 
Sementara metode kampanye pada pasal 82 poin e dan f yaitu kampanye 
melalui iklan media cetak, iklan media elektronik dan rapat umum 
dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya 
masa tenang sebagaimana disebutkan pada pasal 83 ayat (2) diatas. 
Ketentuan 21 (dua puluh satu) hari pelaksanaan kampanye pemilu 
melalui iklan media cetak, iklan media elektronik dan rapat umum 
sebagaimana disebutkan pada pasal 83 ayat (2) lebih lanjut diatur oleh 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Dimana  ketentuan 21 (dua 
puluh satu ) tersebut yakni terhitung sejak tanggal 16 Maret sampai 
dengan 5 April 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, 
Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD Tahun 2014.  
Pemisahan waktu metode kampanye dalam Undang-Undang 
nomor 8 Tahun 2012 diikuti dengan pengaturan sanksi terhadap 
kampanye pemilu yang dilakukan tidak sesuai jadwal yang lebih lanjut 
diatur dalam Peraturan KPU sebagaimana yang telah disebutkan diatas. 
Dimana kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang 
dilakukan diluar jadwal yang telah ditentukan dikategorikan sebagai 
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pelanggaran pidana pemilu. Hal ini disebutkan pada pasal 276 sebagai 
berikut  : 
Pasal 276 
 
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Kampanye 
Pemilu  di  luar  jadwal  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU,  KPU 
Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk  setiap  Peserta Pemilu  
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  83  ayat  (2), dipidana  
dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun dan  
denda  paling  banyak  Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta rupiah). 
 
 Pengaturan sanksi atas pelanggaran pidana pemilu tentang 
kampanye pemilu diatas tentunya berlaku kepada peserta kampanye 
pemilihan umum dalam hal ini calon anggota legislatif DPR, DPRD, dan 
DPD sebagai peserta pemilihan umum. Sehingga dalam hal 
penerapan/pelaksanaan metode kampanye oleh peserta pemilu yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus mengacu pada 
setiap ketentuan diatur terkait hal itu diantaranya berupa jadual 
pelaksanaan metode kampanye yang dipisahkan pelaksanaannya.  
 Calon Anggota Legislatif DPR RI daerah pemilihan Sulawesi 
Selatan II nomor urut 6 Partai Gerindra atas nama M. Yasir Mahmud, S.E. 
merupakan salah satu calon legislatif untuk pemilhan umum legislatif 
tahun 2014 yang divonis bersalah oleh pengadilan atas kasus 
pelanggaran terkait metode kampanye tersebut. Pengadilan menjatuhkan 
vonis berupa satu bulan penjara dengan masa percobaan selama dua 
bulan dan denda lima juta rupiah atas pelanggaran kampanye pemilu 
diluar jadwal yang dilakukan melalui iklan media cetak. Sebagaimana 
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temuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas mengawasi 
pelaksanaan kampanye di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menemukan 
iklan kampanye melalui media cetak calon legislatif yang bersangkutan.    
1. Posisi Kasus 
Calon Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan II 
nomor urut 6 Partai Gerindra yaitu atas nama M. Yasir Mahmud, S.E. 
sebagaimana temuan Badan Pengawas Pemilu laporan hasil pengawasan 
pemilu menemukan berupa pemasangan iklan pada halaman 1 (satu) 
Surat Kabar Harian FAJAR Makassar pada Hari Rabu, 15 Januari 2014. 
Iklan tersebut memuat informasi sebagai berikut : Simbol/Gambar Partai 
Gerindra, Nomor Urut Partai Gerindra yaitu Nomor 6, Nama Partai : Partai  
Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Foto Yasir Mahmud sebagai Calon 
anggota DPR RI dapil SulSel II, Nama Caleg yaitu : Yasir Mahmud, S.E. 
Nomor Urut Yasir Mahmud sebagai Caleg yaitu Nomor Urut 6 dengan 
tanda/gambar paku terletak pada angka tersebut, Frasa/jargon 
bertuliskan: GERINDRA MENANG, PRABOWO PRESIDEN, Nama 
Website Yasir Mahmud: www.yasirmahmud.com, nama tim: Ta’disangka 
Team.37 
 Dilihat dari isi iklan tersebut, memuat tentang identitas partai politik 
Gerindra sebagai salah satu partai politik Peserta Pemilu Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD tahun 2014. Sementara identitas caleg yaitu Yasir 
                                                          
37
   Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan. Model A-1 Laporan Hasil Pengawasan 
Pemilu. 
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Mahmud, juga sesuai dengan identitasnya sebagai calon anggota DPR RI 
dapil SulSel II nomor urut 6 Partai Gerindra. 38 
2. Penanganan pelanggaran pemilu 
Badan pengawas pemilu provinsi sesuai dengan tugas dan 
wewenangnya melaksanakan pengawasan pemilu termasuk didalamnya 
adalah pelaksanaan kampanye pemilihan umum di wilayah provinsi yang 
bersangkutan. Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu  menjelaskan tugas dan wewenang tersebut. Pasal 
75 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu:  
Pasal 75 
(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: 
b. mengawasi  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  di 
wilayah provinsi yang meliputi: 
1. pemutakhiran  data  pemilih  berdasarkan  data 
kependudukan  dan  penetapan  daftar  pemilih 
sementara dan daftar pemilih tetap;  
2. pencalonan  yang  berkaitan  dengan  persyaratan dan  
tata  cara  pencalonan  anggota  Dewan Perwakilan  
Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan pencalonan gubernur;  
3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan 
Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi, 
dan calon gubernur;  
4. penetapan calon gubernur;  
5. pelaksanaan kampanye;  
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 
7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan 
penghitungan suara hasil Pemilu;  
8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di 
wilayah kerjanya;  
9. proses  rekapitulasi  suara  dari  seluruh kabupaten/kota  
yang  dilakukan  oleh  KPU Provinsi;  
                                                          
38
  Ibid. 
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10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara 
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 
11. proses  penetapan  hasil  Pemilu  Anggota  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  pemilihan 
gubernur; 
 
Pengaturan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pengawasan 
kampanye pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut : 
Pasal 6 
Ruang  lingkup  Pengawasan  Kampanye  yang  dilakukan  
oleh  Bawaslu  Provinsi adalah:  
a. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk 
pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD; 
b. Pendaftaran  pelaksana  kampanye  dan/  atau  petugas  
Kampanye  Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 
c. Penyusunan  jadual  kampanye  rapat  Umum  Pemilu  
Anggota  DPR,  DPD, dan DPRD; 
d. Pelaksanaan  kampanye  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  
dan  DPRD  yang meliputi: 
1)  Materi dan metode kampanye Pemilu Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD; 
2)  Larangan kampanye; 
3)  Pemasangan  alat  peraga  kampanye  Pemilu  
Anggota  DPR,  DPD,  dan DPRD; dan 
4)  Kampanye    Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  
DPRD  dalam  bentuk kegiatan lain. 
e. Tindak  lanjut  yang  dilakukan  oleh  KPU  provinsi  dan  
pemangku kepentingan  lainnya  atas  rekomendasi  
dan/atau  laporan  dugaan pelanggaran Pemilu. 
 
Adapun menyangkut temuan atau laporan terkait pelanggaran 
pemilu baik administrasi maupun pidana pemilu, pelanggaran kode etik 
serta sengketa pemilu maka Bawaslu sebagaimana tugas dan 
kewenangannya meneruskan temuan dan laporan tersebut kepada 
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masing-masing pihak dalam hal ini instansi yang berwenang. Pasal 75 
ayat 1 (e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa 
“Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi meliputi: (e) meneruskan 
temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi 
yang berwenang”. 
Berikut skema proses pelaporan pelanggaran pemilu legislatif 
anggota DPR, DPD, dan DPRD : 
PROSES PELAPORAN PELANGGARAN PEMILU LEGISLATIF 
ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD 
    
      
   
     
 
    
  
 
    
  
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Proses Pelaporan Pelanggaran Pemilu Legislatif 
Sumber : Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 
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Adapun menyangkut dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan 
oleh calon Anggota Legislatif atas nama Yasir Mahmud, S.E. dikarenakan 
merupakan kasus yang mengandung unsur pidana pemilihan umum 
sebagaimana ketentuan sanksi atas pelanggaran kampanye diluar jadual 
pemilu sebagaimana pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
maka Bawaslu berdasarkan hasil temuan atas dugaan pelanggaran 
tersebut  meneruskan kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Barat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Bawaslu 
lebih lanjut diatur secara terperinci dalam Peraturan Bawaslu 
(Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan 
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD. Hal tersebut diatur dalam Paragraf 3 Pasal 19 Perbawaslu Nomor 
14 Tahun 2012 sebagai berikut : 
Pasal 19 
(1) Laporan  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  diteruskan  oleh  
Pengawas  Pemilu kepada  Penyidik  Kepolisian  Negara  
Republik  Indonesia,  sesuai  tingkatan dengan  menggunakan  
formulir  Model  B.12  -  DD  sebagaimana  tercantum dalam 
lampiran Peraturan ini. 
(2) Laporan  dugaan  tindak  pidana   Pemilu  diteruskan  kepada  
Kepolisian Negara  Republik  Indonesia   paling  lambat  1  x  24  
(satu  kali  dua  puluh empat)  jam  sejak  diputuskan  oleh  
Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Panwaslu Kabupaten/Kota, 
dan/atau Panwaslu Kecamatan. 
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(3) Penerusan  laporan  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  
sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  tidak  melebihi  5  
(lima)  hari  waktu  Penanganan  Pelanggaran Pemilu. 
(4) Penerusan  laporan  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  
sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilampiri  dengan  
berkas  pelanggaran  dan  hasil  kajian terhadap pelanggaran. 
    
3. Analisis Kasus 
Calon anggota legislatif DPR RI daerah pemilihan SulSel II nomor 
urut 6 Partai Gerindra  atas nama Yasir Mahmud, S.E. dijatuhi vonis 
pengadilan berupa pidana penjara selama 1 bulan dengan masa 
percobaan selama 2 bulan serta denda sebesar 5 juta rupiah atas 
pelanggaran pidana pemilu berupa pelanggaran terhadap metode 
kampanye yang dilakukan melalui media cetak. 
Calon Anggota Legislatif yang bersangkutan melakukan kampanye 
pemilu pada tanggal 15 januari tahun 2014 melalui iklan media cetak pada 
surat kabar Harian FAJAR, Makassar. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 
sebagai pihak yang menemukan pelanggaran kampanye pemilu tersebut  
melalui Rahmat Hidayat Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu 
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara, 02 Mei 2014)  
menuturkan bahwa : 
Pada iklan di media cetak tersebut memuat sebuah alamat Website 
dimana setelah alamat Website yang dicantumkan pada iklan 
media cetak tersebut dibuka ternyata memuat latar belakang, 
biodata diri, serta program kerja caleg yang bersangkutan (M. Yasir 
Mahmud) yang akan diwujudkan jikalau kelak terpilih sebagai 
Anggota DPR RI. Selanjutnya, sebagaimana keterangan ahli dalam 
hal ini Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., D. FM. Menjelaskan bahwa 
jikalau sudah menyampaikan program kerja berarti juga sudah 
memuat visi dan misi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pemasangan iklan pada Harian FAJAR, Makassar yang dilakukan 
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oleh calon anggota legislatif yang bersangkutan telah memenuhi 
unsur-unsur  kampanye pemilu. Hal ini merujuk pada definisi 
kampanye pemilu itu sendiri sebagaimana disebutkan pada BAB 
Ketentuan Umum pasal 1 bahwa  Kampanye  Pemilu  adalah  
kegiatan  Peserta  Pemilu  untuk meyakinkan  para  Pemilih  
dengan  menawarkan  visi,  misi, dan program Peserta Pemilu.  
 
Metode kampanye melalui iklan media cetak sebagaimana 
dikemukakan diatas merupakan salah satu metode kampanye yang 
pelaksanaannya  dipisahkan dari metode kampanye pemilu lainnya. 
Metode kampanye pemilu melalui iklan media cetak baru dapat dilakukan 
selama kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana diatur dalam 
Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2012 yang menetapkan 21 hari 
tersebut terhitung sejak Tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2014. 
Adapun yasir Mahmud melakukan kampanye pemilu melalui media cetak 
sebagaimana temuan Bawaslu dilakukan jauh sebelum jadual tersebut 
tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014 pada surat kabar Harian FAJAR, 
Makassar.   
Menjawab pertanyaan bagaimana dengan sejumlah calon anggota 
legislatif baik DPR tingkat pusat hingga DPRD tingkat kabupaten/kota 
yang sudah menjadi pemandangan umum di sejumlah media cetak lokal 
telah melakukan pemasangan iklan sebagai calon anggota legislatif jauh 
hari sebelum jadwal kampanye selama 21 (dua puluh satu) hari yang 
ditetapkan oleh KPU yakni 16 Maret sampai dengan 5 April 2014, lebih 
lanjut Rahmat Hidayat (Wawancara) menjelaskan bahwa:  
Tentu kembali kepada definisi kampanye pemilu itu sendiri dimana 
sebuah iklan melalui media cetak dan media elektronik dapat 
dikatakan sebagai iklan kampanye pemilu jika iklan tersebut 
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memuat visi, misi, dan program yang berlaku secara kumulatif”. 
Sebagai contoh bahwa ada beberapa calon legislatif yang 
melakukan iklan melalui media cetak yang memaparkan visi dan 
misi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diidentifikasi sebagai iklan 
kampanye pemilu  sebab tidak ada unsur program kerja. Hal inilah 
juga yang menjadi kelemahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 sebab unsur-unsur kampanye sebagaimana definisi 
kampanye dalam undang-undang tersebut berlaku kumulatif, tidak 
dapat berlaku alternatif.  
 
Berdasarkan uraian tersebut tentu dapat dilihat bahwa yang 
menjadi pembeda terkait iklan pada media cetak yang dilakukan oleh yasir 
Mahmud yang mencamtukan program apa yang akan diwujudkan jikalau 
kelak caleg yang bersangkutan terpilih sebagai anggota DPR RI. 
Ditambah dengan keterangan ahli sebagaimana dikemukakan diatas yang 
memberikan keterangan bahwa jikalau berbicara program maka sama 
halnya terdapat unsur visi dan misi. Sehingga dengan demikian iklan 
media cetak yang dilakukan oleh caleg yang bersangkutan sudah dapat 
dikategorikan sebagai iklan kampanye pemilu yang sedianya baru dapat 
dilakukan pada kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari yakni 16 Maret 
sampai dengan 5 April 2014 sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan 
KPU. Adapun iklan lain di media cetak yang dilakukan oleh calon anggota 
legislatif lainnya tidak memenuhi unsur iklan kampanye pemilu hanya 
dikategorikan sebagai iklan biasa. 
B. Urgensi Pemisahan Waktu Metode Kampanye Pemilu 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai dasar hukum pelaksanaan 
pemilu tahun 2014 sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan 
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sebelumnya memuat tentang metode kampanye pemilu yang dapat 
dilakukan oleh peserta pemilu calon anggota legislatif DPR RI, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD dalam 
rangka pelaksanaan kampanye pemilu itu sendiri sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. 
Muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang metode 
kampanye juga diikuti oleh muatan aturan menyangkut pemisahan waktu 
pelaksanaan dari metode kampanye tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 
jadual pelaksanaan metode kampanye melalui iklan media cetak, media 
elektronik dan rapat umum yang hanya dapat dilaksanakan 21 (dua puluh 
satu hari) sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan KPU yang 
menetapkan 21 (dua puluh satu hari) itu adalah terhitung sejak 16 Maret 
sapai dengan 5 April 2014. Sementara metode kampanye pemilu lainnya 
yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan 
kampanye pemilu kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat 
umum sudah dapat dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah calon peserta pemilu 
ditetapkan sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 83 
ayat (3) yang lebih lanjut diatur oleh Peraturan KPU yang menetapkan 
bahwa metode kampanye tersebut sudah dapat dilaksanakan sejak 17 
Desember 2013 sampai dengan 5 April 2014. 
Selain memuat pengaturan tentang metode kampanye serta 
pemisahan waktu metode kampanye, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
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2012 juga  memuat tentang sanksi pidana terkait pelanggaran atas 
ketentuan mengenai waktu pelaksanaan metode kampanye tersebut. 
Dapat dicontohkan pada uraian pembahasan sebelumnya terkait kasus 
yang terjadi pada salah satu caleg Partai Gerindra M Yasir Mahmud, S.E. 
yang mendapatkan sanksi karena pelanggaran pemilu hubungannya 
dengan metode kampanye melalui iklan media cetak yang dilakukan diluar 
jadwal. 
Hal ini tentu memunculkan pertanyaan apa yang menjadi urgensi 
pemisahan waktu metode kampanye dalam undang-undang tersebut 
dimana metode kampanye melalui iklan media cetak dan media elektronik 
serta metode kampanye melalui rapat umum dipisahkan waktunya dengan 
metode kampanye lainnya. Sebagai bahan pembanding, Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun 2009 
sebelum berlakunya undang-undang terbaru tentang pemilihan umum 
DPR, DPD, dan DPRD yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga 
mengatur tentang pemisahan waktu metode kampanye. Hanya saja yang 
menjadi pembeda bahwa metode kampanye melalui iklan media cetak 
dan media elektronik dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008 masuk 
dalam kategori metode kampanye yang sudah dapat dilaksanakan 3 hari 
sejak ditetapkannnya Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu. Adapun metode 
kampanye melalui rapat umum merupakan metode kampanye yang baru 
dapat dilaksanakan 21 hari sesuai dengan jadual yang dtentukan oleh 
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KPU. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sebagai 
berikut : 
Pasal 81 
 
Kampanye  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76 
dapat dilakukan melalui:  
a. pertemuan terbatas;  
b. pertemuan tatap muka;  
c. media massa cetak dan media massa elektronik;  
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;  
e. pemasangan alat peraga di tempat umum;  
f. rapat umum; dan  
g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan 
peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 82 
 
(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
huruf  a  sampai  dengan  huruf  e  dilaksanakan  sejak  3 
(tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai 
Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.  
(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan 
berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.  
(3) Masa  tenang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan 
ayat  (2)  berlangsung  selama  3  (tiga)  hari  sebelum 
hari/tanggal pemungutan suara. 
 
Berdasarkan hasil wawancara penulis terkait urgensi pemisahan 
waktu metode kampanye, Asrar Marlang Kabag Hukum, Teknis, dan 
Hupmas KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa: 
Pengaturan tentang pelaksanaan metode kampanye dimana 3 hari 
sejak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap peserta pemilu sudah 
dapat dilakukan kampanye dan pengaturan tentang metode 
kampanye melalui iklan media cetak dan elektronik serta rapat 
umum yang baru dapat dilaksanakan 21 hari sesuai jadual KPU 
lebih kepada aspek aturan dimana undang-undang telah mengatur 
demikian sehingga harus dipatuhi. Tentunya pelanggaran atas 
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ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam 
undang-undang tersebut.    
 
Rahmat Hidayat (wawancara, 02 Mei 2014) Anggota Sentra 
Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 
berpendapat bahwa bahwa; 
Pemisahan waktu pelaksanaan metode kampanye itu sebenarnya 
juga dikarenakan alasan teknis. Sebab pengaturan tentang 
pelaksanaan metode kampanye dilapangan bukanlah hal yang 
mudah sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menyulitkan 
penyelenggara itu sendiri baik KPU maupun Bawaslu untuk 
melaksanakan satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara 
pemilihan umum. Sebagai contoh, metode kampanye melalui rapat 
umum, jika pelaksanaan kampanye melalui rapat umum sudah 
dapat dilaksanakan seperti metode kampanye lainnya yang 
ditetapkan sejak 17 Desember sampai dengan 5 April maka tentu 
bisa dibayangkan kesulitan penyelenggara pemilu baik KPU 
maupun Bawaslu dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sebab 
metode kampanye pemilihan umum merupakan kampanye terbuka 
yang dilakukan dengan melakukan pengerahan massa oleh peserta 
pemilu. 
Uraian tentang pelaksanaan metode kampanye yang dipisahkan 
waktu pelaksanaannya dengan alasan teknis tentu merupakan hal yang 
urgen sehingga undang-undang memisahkan waktu pelaksanaan metode 
kampanye pemilu itu sendiri. Sebab alasan teknis juga tidak bisa 
diabaikan begitu saja karena hal tersebut bisa berpotensi terganggunya 
penyelenggaraan pemilihan umum sebagai agenda ketatanegaraan dalam 
proses bernegara di Republik ini.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga telah 
secara jelas mengatur demikian.  
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C. Implikasi hukum ketatanegaraan terkait pencalonan calon 
legislatif yang bersangkutan setelah putusan hakim mengenai 
pelanggaran pidana pemilu yang telah dilakukan.  
Pelangggaran pidana terkait kampanye pemilu diluar jadual yang 
dilakukan Yasir Mahmud, S. E. Calon Anggota Legislatif DPR RI daerah 
pemilihan SulSel II nomor urut 6 Partai Gerindra berdasarkan pengadilan 
yang mengadilinya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (incraht). 
Berupa vonis hakim yang menjatuhkan hukuman 1 bulan penjara dengan 
masa percobaan 2 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000. 00,-(Lima 
Juta Rupiah). Ancaman sanksi terkait pelanggaran pidana yang dilakukan 
hanya berupa  pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda  paling  banyak  Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta rupiah) 
sebagaimana diatur dalam pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (PKPU) nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur tentang 
persyaratan pengajuan bakal calon salah satunya yakni “tidak pernah 
tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan putusan  pengadilan  
yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  karena  melakukan  
tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  
62 
 
atau lebih”. Hal ini juga disampaikan oleh Faisal Amir (wawancara. 12 mei 
2014) Komisioner KPU SulSel yang mengatakan bahwa: 
Hanya jika seseorang pernah dijatuhi pidana yang diancam pidana 
penjara 5 (lima) tahun tidak dapat diajukan sebagai calon anggota 
legislatif. Menyangkut penghapusan seseorang sebagai caleg 
peserta pemilu hanya terjadi jikalau caleg yang bersangkutan 
meninggal dunia dan mengundurkan diri. 
 
Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 
nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, 
dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pasal 32 sebagai berikut: 
Pasal 32 
(1) DCS  Anggota DPR, DPRD  Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
dapat berubah apabila :  
a. adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait  
dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi 
calon;  
b. calon meninggal dunia;  
c. calon mengundurkan diri. 
 
Berkaitan dengan calon legislatif M. Yasir Mahmud yang terbukti 
telah melakukan pelaggaran pemilu tidak lagi dalam posisi sebagai bakal 
calon maupun Daftar Calon Sementara. Akan tetapi, calon legislatif yang 
bersangkutan merupakan Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilu 
legislatif.  
    Meskipun demikian, diskualifikasi terhadap peserta pemilihan 
umum  masih tetap dapat dilakukan oleh KPU jikalau calon legislatif 
peserta pemilu melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana pemilu 
maupun tindak pidananya lainnya selama dijatuhi hukuman pidana 
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penjara yang berkekuatan hukum tetap (incraht) yang ancaman pidananya 
5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat 
sebagai peserta pemilu. Hal ini diungkapkan oleh Asrar Marlang 
(wawancara) Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Provinsi Sulawesi 
Selatan bahwa : 
Jika seorang calon legislatif melakukakan tindak pidana pemilu 
yang diancam pidana selama 5 tahun dan divonis incraht 
mengakibatkan calon legislatif yang bersangkutan didiskuafikasi 
sebagai peserta pemilu dikarenakan tidak lagi memenuhi 
persyaratan sebagai peserta pemilu”. 
 
 Dalam konteks ini, calon legislatif M. Yasir Mahmud tidak masuk 
sebagai kategori peserta pemilu yang dapat didiskualifikasi sebagai akibat 
dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum karena terbukti 
melakukan pelanggaran pemilu yaitu kampanye melalui iklan media cetak 
diluar jadwal dikarenakan ancaman sanksinya hanya berupa  pidana  
kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun dan  denda  paling  banyak  
Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta rupiah). 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara 
ketatanegaraan, putusan pengadilan terkait pelanggaran pemilu tidak 
berdampak pada pencalonan caleg yang bersangkutan sebagai peserta 
pemilu, dalam artian bahwa calon legislatif yang bersangkutan tetap 
merupakan peserta pemilihan umum. Pelanggaran pidana pemilu yang 
telah dilakukannya tidak secara otomatis membuat caleg yang 
bersangkutan dapat didiskualifikasi oleh KPU sebagai peserta pemilihan 
umum. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan metode kampanye pemilu sebagaimana diatur oleh 
undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan acuan pelaksanaan 
kampanye pemilu tahun 2014. Metode kampanye tersebut dalam 
hal pelaksanaannya dipisahkan jadualnya yang diatur melalui 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan metode 
kampanye diluar ketentuan tersebut merupakan pelanggaran 
pidana pemilu sebagaimana yang terjadi pada calon anggota 
legislatif DPR RI daerah pemilihan SulSel II nomor urut 6 Partai 
Gerindra atas nama Yasir Mahmud, S.E.  dimana pada iklan media 
cetak Harian Fajar Makassar melakukan kampanye dengan 
mencantumkan alamat Website yang salah satu isinya adalah 
program yang akan diwujudkan jika kelak terpilih dan berdasarkan 
keterangan ahli program tersebut juga pada dasarnya merupakan 
visi dan misi sehingga terpenuhi unsur iklan kampanye pemilu yang 
terdiri atas visi, misi dan program yang berlaku kumulatif melalui 
media cetak yang sedianya baru dapat dilaksanakan pada 16 Maret 
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sampai dengan 5 April 2014 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 07 
Tahun 2012 sementara iklan kampanye tersebut dilakukan pada 15 
Januari 2014 berdasarkan temuan Bawaslu Provinsi SulSel. 
2. Adapun urgensi pemisahan waktu metode kampanye pemilihan 
umum  yaitu adalah terkait teknis pelaksanaan kampanye pemilu itu 
sendiri yang jika disatukan dalam satu waktu akan menimbulkan 
kesulitan baik bagi KPU maupun Bawaslu dalam melaksanakan 
fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. 
3. Secara ketatanegaraan, tidak ada implikasi hukum terkait 
pencalonan calon anggota legislatif yang bersangkutan sebagai 
peserta pemilu tahun 2014 setelah vonis hakim pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap terkait pelanggaran metode kampanye 
yang dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan tidak berakibat 
pada tidak terpenuhinya syarat untuk menjadi anggota legislatif.   
 
B. Saran 
1. Perlunya sosialisasi oleh penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan 
kampanye pemilu kepada peserta pemilu sehingga peserta pemilu 
dapat memiliki gambaran terkait aturan pelaksanaan pemilihan 
umum baik menyangkut pelaksanaan metode kampanye pemilu 
maupun larangan dalam kampanye pemilu maupun hal-hal lain 
yang berpotensi menimbulkan pelanggaran pemilu. 
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2. Calon anggota legislatif DPR, DPRD, dan Calon Anggota DPD 
sebagai peserta pemilu hendaknya memahami secara jelas aturan 
main pelaksanaan pemilihan umum sehingga dalam proses 
penyelenggaraan pemilihan umum jauh dari tindakan-tindakan yang 
berujung pada pelanggaran pemilihan umum baik sifatnya 
pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu. Dengan 
demikian, pemilihan umum sebagai proses berdemokrasi dapat 
berjalan baik.  
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